
 

 

 

 

 

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENCABUTAN  

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA 

BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan penindakan terhadap huru hara yang 

telah menimbulkan pelanggaran hukum, harus 

dilakukan secara prosedural dan profesional; 

b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam 

Penanggulangan Huru-Hara, sudah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan 

dinamika di lapangan, sehingga perlu dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia tentang Pencabutan Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara 

Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara; 
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Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 

TENTANG TATA CARA LINTAS GANTI DAN CARA 

BERTINDAK DALAM PENANGGULANGAN HURU-HARA. 

 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan 

Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 133), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal  30 April   2019 

 

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Ttd. 

 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal   3 Mei   2019                     

 

DIREKTUR JENDERAL                               

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 482 

 

Paraf: 
1. Pemrakarsa/ 

Dankorbrimob Polri: ……. 

 

2. KadivkumPolri : ……. 

 

3. Kasetum Polri: …..... 

 

4. Wakapolri :..…….  


